Menimbang

Mengingat

GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
URAIAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
perlu dirumuskan uraian jabatan sebagai dasar penyusunan
dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan,
pengembangan Kkarier, pola karier, promosi dan mutasi
pegawai,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka Uraian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan
Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah



(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor
8 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 14};

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman
Analisis Jabatan;

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN JABATAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan kerja
organisasi negara.

Unit Kerja adalah bagian terkecil dari satuan kerja perangkat daerah yang
berada dibawah unit organisasi atau dibawah pimpinan Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.



10.

11.

(1)

(2)

(1)

Instansi Pusat adalah kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
Kesekretariatan  Lembaga  Negara, dan  Kesekretariatan Lembaga
Nonstruktural.

Instansi Daerah adalah Perangkat daerah Provinsi, dan Perangkat daerah
Kabupaten/Kota, yang meliputi Sekretariat daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

Analisis Jabatan adalah Proses, metoda dan teknik untuk memperoleh data
jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan dan menyajikannya bagi
kepentingan program kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan
perencanaan diklat.

Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan,
seperti nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, ikhtisar jabatan, uraian
tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, kondsisi lingkungan kerja dan
syarat jabatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai alat/instrument untuk
melaksanakan manajemen PNS.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai dasar penyusunan dan
penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan
karier, pola karier, promosi dan mutasi pegawai.

BAB III
URAIAN JABATAN

Pasal 3
Uraian Jabatan PNS Daerah terdiri dari:
a. identitas jabatan;
b. ringkasan tugas;

rincian tugas;

a o

wewenang;

o

tanggung jawab;

h

hasil kerja;

bahan kerja;

5 @

perangkat kerja;

[y
.

hubungan jabatan,;

[ Sy

keadaan tempat kerja;
upaya fisik;
l. kemungkinan resiko bahaya;

m. syarat jabatan.



(2) Uraian Jabatan PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 aApril 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

HERU SUDJATMOKO
Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 April 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 57




L

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

JAWA TENGAH

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.1 Kode Jabatan : 14.01.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi:

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

l

ASISTEN EKONOMI
DAN PEMBANGUNAN

BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI

DAERAH DAN KERJASAMA

ASISTEN ADMINISTRASI

Il

BIRO PEREKONOMIAN

BIRO HUKUM

BIRO ORGANISASI

BIRO INFRASTRUKTUR DAN
SUMBER DAYA ALAM

BIRO KESEJAHTERAAN

RAKYAT

BIRO UMUM

BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAERAH

RINGKASAN TUGAS JABATAN

Mengarahkan dan

mengendalikan

implementasi kebijakan

teknis,

pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kebijakan
Daerah bidang pemerintahan dan otonmi daerah, perekonomian dan
kesejahteraan rakyat, organisasi perangkat daerah serta penyelenggaraan
kesekretariatan daerah provinsi.

RINCIAN TUGAS JABATAN

3.1 Merumuskan dan menetapkan program kerja Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah  meliputi

bidang

pemerintahan otonmi

daerah,

perekonomian dan kesejahteraan rakyat, organisasi perangkat daerah
serta kesekretariatan daerah provinsi.




II. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN
Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah.

1.1 Kode Jabatan : 14.02.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

KABAG. KABAG.
KABAG HUMAS
KA LN KEUANGAN PERSIDANGAN
KASUBBAG. TU . KASUBBAG.
n AN | RENCANA | RAPAT DAN || KASUBBAG.
PROGRAM, PUBLIKASI
KEPEGAWAIAN MONEY RISALAH
KASUBBAG. RARISES KASUBBAG.
- RUMAH e e — INFORMASI DAN
PERBENDAHARAAN KELENGKAPAN
TANGGA s DOKUMENTASI
KASUBBAG. PER- ASUBRAG,
L | KASUBAG. KASUBBAG. ATURAN PER-UU L1 prOTOKOL
PERLENGKAPAN AKUNTANSI DAN
PENGKAJIAN
2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, peclaksanaan, pemantauan, cvaluasi, dan
pelaporan bidang Umum, keuangan, persidangan, humas untuk

mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

3. RINCIAN TUGAS JABATAN

3.1

3.2

Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang bidang Umum,
keuangan, persidangan, humas untuk pedoman pelaksanaan tugas
kerja.

1) Menelaah program kerja dinas;

2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;

3) Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan;

4) Merumuskan kerangka acuan kerja.

Merumuskan perencanaan operasional kegiatan
bidang bidang Umum, keuangan, persidangan,
pedoman operasional pelaksanaan kegiatan.

1) Menelaah pelaksanaan kegiatan dinas;

dan anggaran
humas untuk



III. INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN
Inspektur.

1.1 Kode Jabatan : 14.03.01

1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

. INSPEKTUR =
SEKRETARIS INSPEKTUR
L 1
KASUBBAG KASUBBAG KASUBBAG

PERENCANAAN EVALUASI DAN ADMINISTRASI

PELAPORAN DAN UMUM

INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH | WILAYAH Il WILAYAH 111 KHUSUS

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang inspektur pembantu wilayah, inspektur pembantu
khusus untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

3. RINCIAN TUGAS JABATAN

.

3.2

3.3

Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang inspektur pembantu
wilayah, inspektur pembantu khusus untuk pedoman pelaksanaan tugas
kerja.

1) Menelaah program kerja dinas;

2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;

3) Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan;

4) Merumuskan kerangka acuan kerja.

Merumuskan perencanaan operasional kegiatan dan anggaran bidang
inspektur pembantu wilayah, inspektur pembantu khusus untuk pedoman
operasional pelaksanaan kegiatan.

1) Menelaah pelaksanaan kegiatan dinas;

2) Merancang tahap-tahap kegiatan;

3) Merencanakan sumber daya yang dibutuhkan;
4) Merumuskan anggaran kegiatan.

Melaksanakan koordinasi dengan Dinas serumpun guna singkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas.
1) Menyiapkan bahan koordinasi



IV. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
ot Kode Jabatan : 14.05.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi

SEKRETARIAT

KASUBBAG KASUB‘?)AAGNUMUM KASUBBAG
KEUANGAN KEPEGAWAIAN PROGRAM
KABID PEMBINAAN KABID PEMBINAAN KABID KABID PEMBINAAN BAEID
SMA SMK PEMBINAAN KEBUDAYAAN KETENAGAAN
DIKSUS DIKBUD
KASI CAGAR
— KASI KURIKULUM 1 KASI KURIKULUM — KASI KURIKULUM BUDAYA DAN KASI PTK SMA
PERMUSEUMAN
KASI KASI KASI
| | KELEMBAGAAN || KELEMBAGAAN | | KELEMBAGAAN KASI SEJARAH DAN KASI PTK SMK
DAN SARANA DAN SARANA DAN SARANA TRADISI
PRASARANA PRASARANA PRASARANA
KASI TENAGA
KEBUDAYAAN DAN
KASI KESISWAAN KASI KESISWAAN KASI KESISWAAN KASI KESENIAN PENDIDIKAN
KHUSUS

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN

Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,

pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang pembinaan SMA, pembinaan SMK, pembinaan pendidikan
khusus, pembinaan kebudayaan berdasarkan azas otonomi daerah dan
tugas pembantuan untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

3. RINCIAN TUGAS JABATAN
3.1 Merumuskan dan menetapkan program kerja di bidang pendidikan dan

kebudayaan berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;




V. DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Kesehatan
1.1KODE JABATAN : 14.06.01
1.2Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

SEKRETARIS
SUBBAG SUBBAG SUBBAG UMUM
PROGRAM KEUANGAN &
KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG
st BIDANG P2P g BIDANG SDK
SEKSI
SEKSI KESGA e R KEFARMASIAN,
| SEKSL K | SURVEILENS | < PRIMER & = BRS v etory
& IMUNISASI KESTRAD o
SEKSI
PROMKES & SEKSI YANKES
e SEKSI P2PM s e SEKSI SDMK
MASY
SEKSI
SEXSI SEKSI P2PTM STANDARISASI SERS]
L |  KESLING, L SR e oA L MANAJEMEN
KESJA & OR g INFORMASI KESH

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menyelenggarakan program, kebijakan teknis, pembinaan,
fasilitasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesehatan
meliputi bidang kesehatan masyarakat, bidang pengendalian dan pencegahan
penyakit, bidang pelayanan kesehatan, dan bidang sumber daya kesehatan, serta
kesekretariatan untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah berdasarkan
azas otonomi daerah dan tugas pembantuan



VI. DINAS PEKERJAAN UMUM BINAMARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA

TENGAH

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

1.1 Kode Jabatan : 14.07.01

1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi

SEKRETARIS
SUBBAG SUBBAG
PROGRAM KEUANGAN SUBBAG UMUM &
KEPEGAWAIAN

KABID RANCANG
BANGUN DAN
PENGAWASAN

KEPALA BIDANG
PELAKSANA JALAN
WIL TIMUR

KEPALA BIDANG
PELAKSANA JALAN
WIL BARAT

S——

———

P —

KASI RANCANG
BANGUNAN

KASI PELAKSANA
= JALAN WILAYAH
TIMUR 1

KASI PENGAWASAN
TEKNIK

KASI PELAKSANA
I JALAN WILAYAH
TIMUR 2

KASI PENGELOLAAN
— ASET KEBINAMARGAAN
DAN KECIPTAKARYAAN

KASI ADMINISTRASI
TEKNIK TIMUR

KASI PELAKSANA
= JALAN WILAYAH
BARAT 1

KASI PELAKSANA
== JALAN WILAYAH
BARAT 2

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang rancang bangun dan pengawasan, pembangunan jalan
dan jembatan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung
berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk
mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

KASI ADMINISTRASI
TEKNIK BARAT

KEPALA BIDANG SARANA
DAN PRASARANA
PERMUKIMAN DAN
BANGUNAN GEDUNG

|

KASI PENGEMBANGAN AIR
MINUM

KASI PENGEMBANGAN
= PENYEHATAN
LINGKUNGAN

KASI TATA BANGUNAN
DAN JASA KONSTRUKSI




VII.

DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN

Kepala Pekerjaan Umum Umber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi
Jawa Tengah
1.1 Kode Jabatan : 14.08.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

KABID
PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN TEKNIK

- KEPALA DINAS
~ PUSDATARU
SEKRETARIS
KEPALA SUB KEPALA SUB
BAGIAN BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN
PROGRAM KEUANGAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KABID SUNGAI
KABID IRIGASI DAN AIR BENDUNGAN DAN KABID PENATAAN

BAKU

R

]

KASI PENGEMBANGAN
DAN
PENDAYAGUNAAN

KASI PEMBANGUNAN
DAN REHABILITASI

KASI HIDROLOGI DAN
SISTEM INFORMASI

KASI OPERASI DAN
PEMELIHARAAN

KASI SURVEI,
INVESTIGASI DAN
DESAIN

KASI KERJASAMA DAN
MANAJEMEN ASET

PANTAI

RUANG

]

]

KASI PEMBANGUNAN
DAN REHABILITASI

KASI PERENCANAAN
TATA RUANG

KASI OPERASI DAN
PEMELIHARAAN

KASI PEMANFAATAN
RUANG

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan kebijakan, Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring,
evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknik ,
Bidang Irigasi dan Air Baku , Bidang Sungai Bendungan dan Pantai dan
Bidang Penataan Ruang dan pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan
kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas serta tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

3. RINCIAN TUGAS JABATAN

3.1

KASI PENANGGULANGAN
— ] BANJIR DAN PERALATAN

KASI PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG

Perumusan dan penetapan program kerja bidang Sumber Daya Air

Dan Penataan Ruang untuk pedoman pelaksanaan tugas kerja.

1) Menelaah program kerja dinas;

2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
3) Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan;




VIII. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI
JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

1.1 Kode Jabatan : 14.09.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

SEKRETARIS
SUBBAG SUBBAG SUBBAG UMUM
PROGRAM KEUANGAN &
KEPEGAWAIAN
KABID KETERPADUAN
KEPALA BIDANG e PERUMAHAN DAN KABID
PERUMAHAN eI o KAWASAN PERTANAHAN
PERMUKIMAN
KASI KASI PENGELOLAAN
PERENCANAAN KASI PERENCANAAN DATA PERUMAHAN,
| TEKNIS DAN | TEKNIS KAWASAN | f— KAWASAN o U
PEMBIAYAAN PERMUKIMAN PERMUKIMAN DAN
PERUMAHAN PERTANAHAN
KASI
PENGEMBANGAN
KASIPERUMAHAN | | |  PRASARANA | | KASIKETERPADUAN Ll p e
UMUM SARANA UTULITAS INFRASTRUKTUR PERTANAHAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
KASI PERUMAHAN i gg/T{TTG/fSATAN KASTPEMBINAAN DAN KASI PEMBINAAN
i — KA AS AN L EVALUASI PERUMAHAN L{ DAN PENGENDALIAN
. e DAN PERMUKIMAN PERTANAHAN

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program Kkerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang
pertanahan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan
untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah.



IX. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

1.1 Kode Jabatan : 14.04.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

SEKRETARIS
KASUBBAG KASUBBAG KASUBgﬁg UMUM
PROGRAM KEUANGAN PR AATAR
KABID GAK KABID KABID TIBUM KABID PEMBINAAN SAT
PROKUMDA BINMAS TRANMAS LINMAS
KASI
KASI KASI PEMBINAAN
| FEMEDALN = FASI | KETERTIBAN | DAN MOBILISASI SAT
DAN KEWASPADAAN T L INAR
PENGAWASAN
KASI BINC AsIC e
BIMBINGAN OPERASIONAL
L L L L— PENGEMBANGANSDM
PENINDAKAN DAN DAN SAT LINMAS
PENYULUHAN PENGENDALIAN

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang penyelenggaraan penegakan produk hukum daerah,
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan
untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

3. RINCIAN TUGAS JABATAN

3.1 Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang penegakan
produk hukum daerah, ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat untuk pedoman
pelaksanaan tugas kerja.
1) Menelaah program kerja dinas;
2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
3) Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan;
4) Merumuskan kerangka acuan kerja.



X. DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN : KEPALA DINAS SOSIAL

1.1 Kode Jabatan :14.10.01

1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

SEKRETARIS
Kepala Kepala hepala
Subbag
Subbag Subbag
Umum Dan
Program Keuangan K )
epegawaian
KA. BIDANG PEIE?IT}\?II)%?\II\(I}C,}AN KA. BIDANG KA. BIDANG
PEMBERDAYAAN DAN JAMINAN REHABILITASI PENANGANAN
SOSIAL SOSIAL FAKIR MISKIN
SOSIAL
KASI
KASI PERLINDUNGAN KASI KASI
| PENGELOLAAN 1 SOSIAL — | REHABILITASI | PENGELOLAAN
SUMBER DANA KORBAN SOSIAL ANAK DATA
KESEJAHTERAAN KORBAN DAN LANJUT KEMISKINAN
SOSIAL BENCANA USIA
ALAM
KASI
KASI KASI
| PEMBERDAYA - PEALINDUNGS: | REHABILITASI - i
SOSIAL PENANGANAN
POTENSI SUMBER SOSIAL
KORBAN FAKIR MISKIN
KESEJAHTERAAN BENCANA PENYANDANG PERDESAAN
SOSIAL DISABILITAS
SOSIAL
KASI
KASI KASI
| KEPAHLAWANAN, | L| | REUABITAST | L] PENANGANAN
KEPERINTISAN KASI JAMINAN N FAKIR MISKIN
DAN SOSIAL KORBAN PERKOTAAN
KESETIAKAWANAN DAN DAERAH
SOSIAL PEBDAGANGAN RENTAN
ORANG
2. PERAN / IKHTISAR JABATAN
Merumuskan program, kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan  pelaporan bidang

pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi



XI. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
1.1 Kode Jabatan : 14.11.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi

SEKRETARIS
SUBBAG SUBBAG SUBBAG UMUM
PROGRAM KEUANGAN &
KEPEGAWAIAN
KEPALA BIDANG
KEPALA BIDANG
PENEMPATAN KEPALA BIDANG
PELATIHAN KERJA KEPALA BIDANG
TENAGA KERJA HUBUNGAN
DAN PENGAWASAN
DAN IREEISRRdL, Rl KETENAGAKERJAAN
PRODUKTIVITAS L TANNAN EOSIAL
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI gf:::? EE:JS/L KEPALA SEKSI
L PELATIHAN DAN L | PENEMPATAN i (I ot L PENGAWASAN
PEMAGANGAN TENAGA KERJA NORMA KERJA
SOSIAL
KEPALA SEKSI
KEPALA SEKSI PR SEKG] KEPALA SEKRI PENGAWASAN
| || PERLUASAN || KELEMBAGAAN e ]
STAHRARISAS) KESEMPATAN DAN HUBUNGAN HORER
DAN SERTIFIKASI oy e KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
KEPALA SEKSI
ENGUPAHAN KEPALA SEKS!
|  KEPALA SEKSI || KEPALA SEKSI ] e L] 3
PRODUKTIVITAS TRANSMIGRASI e FEREGRICAN HUKUM
KESEJAHTERAAN KETENAGAKERJAAN
TENAGA KERJA

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga
kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan
pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas
pembantuan untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah.



XII. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA

TENGAH

1. NAMA JABATAN

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk Dan Keluarga Berencana.
1.1. Kode Jabatan : 14.12.01
1.2. Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

SEKRETARIS
SUBBAG SUBBAG SUBBAG UMUM
PROGRAM KEUANGAN &
KEPEGAWAIAN
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG
KUALITAS HIDUP PEMENUHAN HAK PENGENDALIAN KELUARGA KEPALA BIDANG DATA
DAN DAN PENDUDUK DAN BERENCANA, DAN PARTISIPASI
PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN KELUARGA ADVOKASI DAN MASYARAKAT
PEREMPUAN ANAK SEJAHTERA KIE
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
— KUALITAS HIDUP — PEMENUHAN HAK — PENGENDALIAN — KELUARGA KEI;A'\:'?NSF%(:LAD:;A
PEREMPUAN ANAK PENDUDUK BERENCANA
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI K:Sgb%giﬁl KEPALA SEKSI
— PERLINDUNGAN — PERLINDUNGAN = KELUARGA — LEMBAGA — PARTISIPASI
EREM
P PUAN ANAK SEJAHTERA MASYARAKAT MASYARAKAT

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN

Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,

pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan azas otonomi
daerah dan tugas pembantuan untuk mendukung visi dan misi pemerintah
daerah.



XIII. DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

1.1 Kode Jabatan : 14.13.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

SEKRETARIS
SUBBAG
SUBBAG SUBBAG UMUM &
PROGRAM KEUANGAN KEPEGAWAIA
N
KABID
L o KONSUMSI
KETERSEDIAA DISTRIBUSI DAN KABID
N DAN DAN KEAMANAN
KERAWANAN CADANGAN PENGANEKARA PANGAN
PANGAN PANGAN GAMAN
PANGAN
KASI o KASI
KETERSEDIAA | DISTRIBUSI || KASI KONSUMSI | | KELEMBAGAAN
N DA NCAN PANGAN KEAMANAN
PANGAN PANGAN
KASI PROMOSI
KASI PENGANEKARAG KASI PENGAWASAN
— SUMBERDAYA — KAPS;NH(?AI;GA — AMAN — - KEAMANAN
PANGAN KONSUMSI PANGAN
PANGAN
KASI KERJASAMA
KASI KASI KASI DAN
— KERAWANAN L CADANGAN — PENGEMBANGAN e INFORMASI
PANGAN PANGAN PANGAN LOKAL KEAMANAN
PANGAN

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program Kkerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang ketersediaan pangan, distribusi dan cadangan pangan,
konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan,
berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk
mendukung visi dan misi pemerintah daerah.



XIV. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

1.1. Kode Jabatan : 14.14.01
1.2. Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

SEKRETARIS
SUBBAG SUBBAG SUBBAE UMUM
SRS i KEPEGAWAIAN

KEPALA BIDANG
PENGELOLAAN
KEE:&?&?\QNG SAMPAH, LIMBAH KEPALA BIDANG
' PENGELOLAAN
PERL gl BE';:i:/':YA KEPALA BIDADIE DAERAH ALIRAN
DAMPAK DAN SERALLIN PENATAAN DAN SUNEM BER
PENGEMBANGAN e PEMANFAATAN CONEHEE
UEAGPKALJSSSN PENCEMARAN HE SUMBER DAYA
AP DAN KERUSAKAN ALAM
LINGKUNGAN
HIDUP
KEPALA SEKSI
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEPALA SEKSI
|  PENATAAN | SAMPAH DAN ] K‘EE:‘;\/}E\E\S' ] PENGELOLAAN
LINGKUNGAN LIMBAH BAHAN GRS DAERAH ALIRAN
HIDUP BERBAHAYA SUNGAI
BERACUN
PE':\IEGPQALJ’T ASEKSJW KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
| — | PENANGANAN | | PENGENDALIAN | | PEMANFAATAN == KEPALA SEKSI
i PENCEMARAN DAN PEMBERDAYAAN
LR LINGKUNGAN PENGGUNAAN MASYARAKAT
HIDL HIDUP KAWASAN HUTAN
KEPALA SEKSI
PENGEMBANGAN REFRGRalD KEPALA SEKSI SOl e
= L_| PENGENDALIAN || || KONSERVASI
KAPASITAS DAN PENGOLAHAN,
KERUSAKAN SUMBER DAYA
FASILITAS TEKNIS PEMASARAN DAN
LINGKUNGAN S IURAN HUTAN st
L HIDUP EKOSISTEM

KEPALA BIDANG
PENYULUHAN,
PENEGAKKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERLINDUNGAN
HUTAN

Ap———

= KEPALA SEKSI
PENYULUHAN

KEPALA SEKSI
|| PENEGAKAN HUKUM
DAN PENYELESAIAN
SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN

Merumuskan

dan

menetapkan

program Kkerja,

kebijakan

SEKSI PERLINDUNGAN
HUTAN

teknis,

pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan bidang p-enataan, pengkajian dampak dan pengembangan
kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya
beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup,



XV. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil

1.1. Kode Jabatan : 14.15.01
1.2. Kedudukan dalam Struktur Organisasi:

SEKRETARIS
l
SUBBAG SUBBAG SUBBAG UMUM
PROGRAM KEUANGAN & KEPEGAWAIAN
l
KEPALA BIDANG
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG FASILITAS!
ey ADMINISTRAS| PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAYANAN
P PEMERINTAHAN DESA KERJASAMA DESA MASYARAKAT ADMINISTRAS|
KEPENDUDUKAN
KEPALA SEKS|
L KEPALA SEKS| I R —— 1 —— | | PENGEMBANGAN || KepaLASEKSI BINA
EVALUASI PENATAAN Lo Msiirprr o LEMBAGA SOSIAL APARATUR
DAN PERKEMBANGAN R s el BUDAYA DAN PENDAFTARAN
DESA EKONOMI PENDUDUK
MASYARAKAT
KEPALA SEKS|
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN | xepawaseks Ll B s KEPALA SEKSI BINA
FASILTASI REGULAS! | ™| KEUANGAN DAN PENGEMBANGAN SAEe s APARATUR CATATAN
PEMERINTAHAN DESA PEMBINAAN ASET KAWASAN PEDESAAN eyl SIPIL
DESA
KEPALA SEKS|
KEPALA SEKS! | | renceLovan
= PENGEMBANGAN INFORMAS|
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
DESA KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program Kkerja, kebijakan teknis,
pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan bidang penataan desa, administrasi pemerintahan desa,
pengembangan dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat, serta
fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan azas otonomi

daerah dan tugas pembantuan untuk mendukung visi dan misi pemerintah
daerah.

3. RINCIAN TUGAS JABATAN

3.1. Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang pemberdayaan

masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil untuk pedoman
pelaksanaan tugas kerja.



XVI. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Perhubungan

1.1 Kode Jabatan : 14.16.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

SEKRETARIS
SUBBAG SUBBAG SUBBAG
PROGRAM KEUANGAN UMUM &
KEPEGAWAIAN
KEPALA BIDANG
KEPALA
SERALA BIDANG JARINGAN KEPALA BIDANG
BIDANG LALU ANGKUTAN TRANSPORTASI PELAYARAN
LINTAS JALAN e DAN
JAL PERKERETAAPIAN
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
MANAJEMEN | | ANGKUTAN | | TERMINAL | | KEPALA SEKSI
| LALULINTAS ORANG DALAM ANGKUTAN ANGKUTAN LAUT
JALAN TRAYEK JALAN
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
| | REKAYASA | | |  ANGKUTAN | Ay | L KEPALASEKSI
LALU LINTAS ORANG TIDAK e KEPELABUHAN
JALAN DALAM TRAYEK TRANS
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
KEPALA SEKSTI\J ANGKUTAN LALU LINTAS
= Kf:gt‘f\l/’NATTAAS — AGLOMERASI | —7] KEPALA SEKSI —  ANGKUTAN
DAN ANGKUTAN PERKOTAAN PERKERETAAPIAN SUNGAI, DANAU,
JALAN DAN DAN
PERBATASAN PENYEBERANGAN

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN

Merumuskan dan menetapkan program Kkerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan bidang perhubungan meliputi lalu lintas jalan, angkutan
jalan, jaringan transportasi dan perkeretaapiaan serta pelayaran
berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk
mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

3. RINCIAN TUGAS JABATAN
3.1 Merumuskan rencana strategis dan program kerja bidang
Perhubungan meliputi lalu lintas jalan, angkutan jalan, jaringan

transportasi dan perkeretaapiaan serta pelayaran sebagai pegangan
pelaksanaan operasional tugas;



XVII.DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.1 Kode Jabatan : 14.17.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

SEKRETARIS
SUBBAG SUBBAG SUBBAG UMUM &
PROGRAM KEUANGAN KEPEGAWAIAN

KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG
INFORMASI DAN KEPALA BIDANG TEKNOLOGI KEPALA BIDANG E- PERSANDIAN DAN
KOMUNIKASI STATISTIK INFORMASI DAN GOVERMENT KEAMANAN
PUBLIK KOMUNIKASI INFORMASI
et . KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI TATA
—~ S o L INFRASTRUKTUR | PENGEMBANGAN | KELOLA
e e DAN TEKNOLOGI APLIKASI PERSANDIAN
KEPALA SEKSI
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
L | | STATISTIK SOSIAL e e PENGEMBANGAN PENGAMANAN
TR o POLITIK HUKUM s EKOSISTEM E- PERSANDIAN DAN
DAN HAM GOVERMENT INFORMASI
PUBLIK
KEPALA SEKSI
SUMBER DAYA L B e KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKS|
L KEHUMASAN DAN INTERNET DAN TATA KELOLA E- e [TV
KOMUNIKASI DAN INFORMASI INTRANET GOVERMENT KO
PUBLIK PEMERINTAH
PUBLIK
2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program Kkerja, kebijakan teknis,

pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang informasi dan komunikasi public, statistic, teknologi

informasi

dan komunikasi, e-government, persandian dan keamanan

informasi berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk
mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

3. RINCIAN TUGAS JABATAN

3.1

Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang Komunikasi dan
Informatika untuk pedoman pelaksanaan tugas kerja.

1) Menelaah program kerja dinas;

2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;

3) Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan;



XVIII. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA
TENGAH

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1.1 Kode Jabatan : 14.18.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

SEKRETARIS
SUBBAG SUBBAG SUBBAG UMUM
PROGRAM KEUANGAN &
KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG BINA USAHA RESTRUKTURISAS]
KELEMBAGAAN PENGAWASAN DAN
PEMASARAN DAN PEMBIAYAAN

NS R . .

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
] ORGANISASI — PENGAWASAN == PRODUKSI — RESTRUKTURISASI
USAHA
\_ SEKSI TATA L SEKSI PENILAIAN L SEKSI L_ SEKSI
LAKSANA KESEHATAN PEMASARAN PEMBIAYAAN

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang Kelembagaan dan pengawasan Koperasi, bina usaha dan
pemasaran serta restrukturisasi dan pembiayaan KUKM dan pelatihan
KUKM dan tugas pembantuan untuk mendukung visi dan misi pemerintah
daerah.

3. RINCIAN TUGAS JABATAN
3.1 Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah untuk pedoman pelaksanaan tugas kerja.
1) Menelaah program kerja dinas;



XIX. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.1 Kode Jabatan : 14.19.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN

Merumuskan dan menetapkan program Kkerja,

SEKRETARIS
ke | |
KASUBAG KASUBAG
KASUBAG
KEUANGAN
PROGRAM UANG i e
KEPEGAWAIAN
[ l l l ]
KABID
KABID KABID
PERENCANAAN KABID PROMOSI KABID o PENGADUAN .
DAN PENGELOLAAN
DAN PENANAMAN PELAYANAN PENCRNBALIAN DAN e
PENGEMBANGA MODAL PERIZINAN PENINGKATAN
e PENANAMAN i INFORMASI
MODAL
| ] ] KASI ] | - KASI
KASI KASI PROMOSI ADMINISTRASI KASI KASI BENE OLALIA
PERENCANAAN PERIZINAN PENGAWASAN PENANGANAN
N DATA DAN
BIDANG PENGADUAN M e
PEMBANGUNAN
KASI L
L — KASI - KASI -
Sy ADMINISTRASI PENINGKATAN ]
DAN PENGEMBAN
o KASI PERIZINAN KASI SARANA SN SrETEN
PEMBINAAN BIDANG PENGENDALIAN PRASARANA
N POTENSI DAN SRR ONEMIAN it INFORMASI
KEWILAYAHAN
|| KASI |
KASI ADMINISTRASI KASI
PEMBERDAYAA PERIZINAN MONITORING
N USAHA BIDANG KESRA DAN EVALUASI
DAN
LINGKUNGAN

kebijakan teknis,

pengoodinasian, pembinaan,pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman
modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman
modal, pengaduan dan peningkatan layanan serta pengelolaan data dan
informasi berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan

untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

3. RINCIAN TUGAS JABATAN

3.1

Merumuskan dan menetapkan program kerja Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pedoman pelaksanaan

tugas kerja.



XX. DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA
TENGAH

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata

1.1. Kode Jabatan : 14.20.01
1.2. Kedudukan dalam Struktur Organisasi:

SEKRETARIS
SUBBAG SUBBAG SUBBAG UMUM
PROGRAM KEUANGAN &
KEPEGAWAIAN
KEPALA BIDANG SEIR LN
PENGEMBANGAN
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN i - -
KEPEMUDAAN KEOLAHRAGAAN DESTINASI BRI BN
PARIWISATA PARIWISATA MANUSIA DAN
EKONOMI KREATIF
KEPALA SEKSI
KE
PEgsiADL:R/S\EI\IKSDIAN OLAHRAGA KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI PENC':S\L/IAB/S-\E\IKGSLN
= 1 PENDIDIKAN DAN 1 PENGEMBANGAN — PENGEMBANGAN =
i OLAHRAGA DAYA TARIK WISATA PASAR SHMBER BATA
PEMUDA MANUSIA PARIWISATA
PRESTASI
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
KEPALA SEKSI OLAHRAGA PESEZ’:AL:ASI\EQZINN KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN
1 PENGEMBANGAN - REKREASI DAN 1 KAWASAN . SARANA 1 SUMBER DAYA
KEPEMUDAAN INDUSTRI PARIWISATA PEMASARAN MANUSIA EKONOMI
OLAHRAGA KREATIF
KEPALA SEKSI
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
KEMITRAAN DAN KEHITRAAN DAN KERALA-RLIG] L KEPALA SEKSI KEMITRAAN DAN
= — PEMBINAAN —1 PENGEMBANGAN =1
KELEMBAGAAN PROMOSI KELEMBAGAAN
PEMUDA KELEMBAGAAN USAHA PARIWISATA PARIWISATA
OLAHRAGA

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi
wisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya manusia dan
ekonomi kreatif berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan
untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

3. RINCIAN TUGAS JABATAN
3.1. Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang kepemudaan,
olahraga dan pariwisata untuk pedoman pelaksanaan tugas kerja.
1) Menelaah program kerja dinas;
2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;



XXI. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

l.a Kode Jabatan : 14.21.01
1.b Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

SEKRETARIS
SUBBAG SUBBAG SUBBAG UMUM
PROGRAM KEUANGAN &
KEPEGAWAIAN
Balid Kabid . Kabid Deposit
Pembinaan, Kabid .
Pengelolaan Dan Kabid
Pengembangan Layanan Dan
Dan Pengolahan Pengembangan
Dan . Pemanfaatan
Pelestarian . Bahan Perpustakaan
Pengawasan . Arsip
. Arsip Perpustakaan
Kearsipan
Kasi Kasi Deposit
e Kasi Akuisisi Ko | Dan. Kasi Pembinaan
] Dan — Aoprh | Layanan Pelestarian Pernustalsai
Pengembangan P Arsip Bahan p
Kearsipan Perpustakaan
Kasi Akuisisi o
Kasi Kasi Kasi Dan Pengembanean
— Pengawasan —1 Pengolahan — Pemanfaatan — Pengolahan ] gembans
. ¢ . Dan Kerja Sama
Kearsipan Arsip Arsip Bahan
Perpustakaan
Perpustakaan
Kasi
|| Kasi | | Pembudayaan
Pelestarian Kegemaran
Membaca
2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,

pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang pembinaanDan Pengembangan Kearsipan, Pengelolaan
Dan Pelestarian Arsip, Layanan Dan Pemanfaatan Arsip Deposit Dan
Pengolahan Bahan Perpustakaan, Pengembangan Perpustakaan serta
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan azas otonomi daerah dan
tugas pembantuan untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah.



XXII. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

l.a Kode Jabatan : 14.22.01
1.b Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

SEKRETARIS
KASUBBAG KASUBBAG UMUM
M SR REROgna KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

KABID PERIKANAN
BUDIDAYA

KABID PERIKANAN
TANGKAP

KABID KELAUTAN,
PESISIR DAN
PENGAWASAN

]

e

e

— KASI PRODUKSI

KASI PENGELOLAAN

KASI KONSERVASI,

— _— PENDAYAGUNAAN
PERIKANAN BUDIDAYA SUM?&Z?S;X‘;?E BAN PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL

KASI SARANA DAN
PRASARANA PERIKANAN
BUDIDAYA

KASI PENGENDALIAN
PENANGKAPAN [KAN,
KAPAL PERIKANAN DAN
ALAT PENANGKAPAN IKAN

- KASI PENGELOLAAN

RUANG LAUT

KASI KESEHATAN IKAN
] DAN LINGKUNGAN
BUDIDAYA

KASI KEPELABUHAN
PERIKANAN

KASI PENGAWASAN

i | SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KABID PENYULUHAN DAN USAHA
KELAUTAN PERIKANAN

|1 KASIPENYULUHAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

— KASI PENGEMBANGAN USAHA
DAN LOGISTIK

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN

Merumuskan dan

menetapkan program kerja,

L | KASI BINA MUTU DAN
DIVERSIFIKAS]I PRODUK

kebijakan

teknis,

pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang

Kelautan Pesisir dan pengawasan,

Bidang Penyuluhan dan Usaha

Perikanan, Pelabuhan Perikanan Pantai, Balai pengawasan dan konservasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Balai Budidaya lkan Air Tawar ,
Balai Budidaya lkan Air payau laut, Unit Pengembangan Sumber daya
manusia, Pangkalan Pendaratan lkan, dan tugas pembantuan untuk
mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

3. RINCIAN TUGAS JABATAN

3.1 Merumuskan dan menetapkan program Kkerja bidang Kelautan dan
perikanan untuk pedoman pelaksanaan tugas kerja.
1) Menelaah program kerja dinas;

2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;




XXIII. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN

Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan

1.1. Kode Jabatan : 14.23.01
1.2. Kedudukan dalam Struktur Organisasi:

SEKRETARIS
SUBBAG SUBBAG SUBBAG UMUM &
PROGRAM KEUANGAN KEPEGAWAIAN

KEPALA BIDANG

SARANA

PRASARANA DAN

KEPALA BIDANG
TANAMAN PANGAN

KEPALA BIDANG
HORTIKULTURA

—

]

M

KEPALA SEKSI
- KEP&'—::&‘(S' KEPALA SEKSI PADI —  TANAMAN
SAYURAN
| kepALASEKS) f:gﬁﬁ;;ﬂ . WEPALASEESI
IRIGASI SEREALIA LAINYA AR
KEPALA SEKSI KEPALA SEKS| Tf\fqmiifﬂs
L puPUKDAN ANEKA KACANG s BARMEIAR
PEMBIAYAAN DAN UMBI

OBAT

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN

Merumuskan
pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, penyuluhan
pasca panen dan bina usaha, prasarana dan sarana berdasarkan azas
otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mendukung visi dan misi
pemerintah daerah.

dan

menetapkan

3. RINCIAN TUGAS JABATAN
3.1. Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang pertanian dan

KEPALA BIDANG
PERKEBUNAN

KEPALA BIDANG
PENYULUHAN PASCA
PANEN DAN BINA
USAHA

W

KEPALA SEKSI
TANAMAN SEMUSIM

——

KEPALA SEKSI
PENYULUHAN

KEPALA SEKS!
TANAMAN TAHUNAN

KEPALA SEKSI PASCA
PANEN DAN
PENGOLAHAN

—

KEPALA SEKSI
TANAMAN REMPAH
DAN PENYEGAR

program kerja,

perkebunan untuk pedoman pelaksanaan tugas kerja.

1) Menelaah program kerja dinas;

2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
3) Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan;

KEPALA SEKSI BINA
USAHA

kebijakan

teknis,




XXIV. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN

Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

1.1. Kode Jabatan : 14.24.01
1.2. Kedudukan dalam Struktur Organisasi:

SEKRETARIS
SUBBAG SUBBAG SUBBAG UMUM
PROGRAM KEUANGAN &
KEPEGAWAIAN
KA.BIDANG
PRASARANA KA.BIDANG KA.BIDANG
SARANA DAN BUDIDAYA VETERINER
PENYULUHAN
KA.SEKSI
KA, SRk KA.SEKSI PENYULUHAN
INOVASI DAN — —
INFRASTRUKTUR PERBIBITAN DAN
KEMITRAAN
KA.SEKSI
PENYULUHAN KA.SEKSI 0-Serds
= — INOVASI DAN
DAY FEROL INFRASTRUKTUR
KEMITRAAN
KA.SEKSI
KA.SEKSI
|| KASEKSI || PENGAWASAN
PENGD?AL'\?HAN PAKAN OBAT HEWAN
TERNAK DAN KEAMANAN
i PRODUK HEWAN

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN

Merumuskan dan menetapkan program Kkerja, kebijakan teknis,
pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan bidang prasarana sarana dan penyuluhan, budidaya, veteriner
berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk
mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

3. RINCIAN TUGAS JABATAN

3.1. Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang peternakan dan
kesehatan hewan untuk pedoman pelaksanaan tugas kerja.
1) Menelaah program kerja dinas;



XXV. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

1.1 Kode Jabatan : 14.25.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

SEKRETARIS
SUBBAG SUBBAG SUBBAG UMUM
PROGRAM KEUANGAN & KEPEGAWAIAN

adl

KEPALA BIDANG
INDUSTRI AGRO

KEPALA BIDANG
INDUSTRI NON
AGRO

KEPALA BIDANG
PERDAGANGAN
DALAM NEGERI

KEPALA BIDANG
PERDAGANGAN
LUAR NEGERI

——

M——

—

e

KEPALA BIDANG
STANDARISASI DAN
PERLINDUNGAN
KONSUMEN

|

KEPALA SEKSI
PERLINDUNGAN
KONSUMEN

KEPALA SEKSI
TERTIB NIAGA

KEPALA SEKSI KEFALS aERS]
SUMBER DAYA
PENGEMBANGAN
MANUSIA, KEPALA SEKSI -
SUMBER DAYA KEPALA SEKSI
MANUSIA DAN s L DISTRIBLIT AN EKSPOR IMPOR
DAN INOVASI LOGISTIK
INOVAST INDUSTRI NON
INDUSTRI AGRO ot
" KEPALA SEKSI
EERALA SEXSI PENGEMBANGAN KEPALA SEKSI KEPALA SEXS]
PENGEMBANGAN PROMOSI DAN
SARANA DAN PROMOSI DAN
SARANA DAN KERJASAMA
PRASARANA INFORMASI
PRASARAN e Sy PERDAGANGAN
INDUSTRI AGRO LUAR NEGERI
AGRO
KEPALA SEKSI
, KEPALA SEKSI
KEPALA SEKSI el PENGEMBANGAN R
PENGENDALIAN PASAR DAN -
DAN INFORMASI INFORMASI DAN
DAN INFORMASI ekt USAHA DAGANG ey e
INDUSTRI AGRO e KECIL
MENENGAH

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN

Merumuskan

dan menetapkan program Kkerja,

KEPALA SEKSI
STANDARISASI
INDUSTRI

kebijakan teknis,

pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri,
standarisasi dan perlindungan konsumen, industri agro dan industri non
agro berdasarkan azas otonomi daerah untuk mendukung visi dan misi
pemerintah daerah.

3. RINCIAN TUGAS JABATAN

3.1

Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang Perindustrian
dan Perdagangan untuk pedoman pelaksanaan tugas kerja.




XXVI. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral.

1.1 Kode Jabatan : 14.26.01

1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

SEKRETARIS
SUBBAG SUBBAG SUBBAG UMUM
PROGRAM KEUANGAN & KEPEGAWAIAN
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG ) KEPALA BIDANG
GEOLOGI DAN MINERAL DAN KE#ES?E?EI?‘I%T}? - ENERGI BARU
AIR TANAH BATUBARA TERBARUKAN
KEPALA SEKSI P]?E]?\IPGALLJ?A%KSI
KEPALA SEKSI BINA KEPALA SEKSI e Bl
PENGUSAHAAN PENGUSAHAAN PEMBINAAN s o
AIR TANAH MINERAL DAN KETENAGALISTRIKAN
s ENERGI BARU
TERBARUKAN
KEPALA SEKSI ] }
KEPALA SEKSI PEMETAAN ‘EFEEP,?IL'& Sﬁ‘ﬁ‘ KEPALA SEKSI
| PEMBINAAN AIR | }— POTENSIDAN e et KONSERVASI
TANAH PENGEMBANGAN ENERGI
e KETANAGALISTRIKAN
BEEALA SUBBIL KEPALA SEKSI
L PEMETAAN DAN BERUTTUNG AN
PENGEMBANGAN — PRODUKEI
TEKNOLOGI AIR
MINERAL DAN
TANAHDAN BATUBARA
GEOLOGI
2 RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,

pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang Geologi dan Air Tanah, Mineral dan Batubara,
Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan berdasarkan azas otonomi
daerah dan tugas pembantuan untuk mendukung visi dan misi pemerintah
daerah.

3 RINCIAN TUGAS JABATAN
3.1 Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral untuk pedoman pelaksanaan tugas kerja.
1) Menelaah program kerja dinas;
2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;



XXVII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
Daerah

l1.a KODE JABATAN : 14.27.01
1.b Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

SEKRETARIS
KASUBBAG || KASUBBAG || KASUBBAG
PROGRAM || KEUANGAN || UMPEG
KEPALA BIDANG KEBALA BITSANG
KEPALA BIDANG A L DA INFRASTRUKTUR PENYUSUNAN
PEMERINTAHAN KEPALA BIDANG
KELITBANGAN DAN SOSIAL PEREKONOMIAN DAN PROGRAM, MONITORING!
IPTEKIN BUDAYA PENGEMBANGAN DAN EVALUASI
WILAYAH PEMBANGUNAN
] E— . 1 |
KASUBBID
KASUBBID KASUBBID KASUBBID
PEMERINTAHAN, KASUBBID
— PENELITIAN DAN - pE v | st INFRASTRUKTUR PENYUSUNAN
MBERDAYAAN PERTANIAN DAN |
PENGKAJIAN ASYARAKAT DAN PROGRAM DAN
IPTEKIN M KELAUTAN
DAN DESA PERHUBUNGAN PEMBANGUNAN
KASUBBID
KASUBBID
D
KASUBBID pEN%;SDl["ffN o KASUBRID pEN\giﬂﬁgmN MONITORING DAN
—|PENGEMBANGAN - TN — EKONOMI DAN SR stk —  EVALUASI
IPTEKIN SPIRITUAL KETENAGAKERJAAN DAN KINERJA
R AR AETATT PEMBANGUNAN
KASUBBID
KASUBBID ANALISA
KASUBBID KASUBBID RaaIHA SUMBER DAYA DATA,INFORMASI
L_{PENERAPAN DAN KESEJAHTERAAN SELANGAN, ALAM DAN _{ DAN PELAPORAN
PEREKAYASAAN — L] KERJASAMA DAN ‘—(
IEPRIN SOSIAL e LINGKUNGAN KINERJA
HIDUP PEMBANGUNAN

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN

Mengelola tugas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
daerah dengan merumuskan program, kebijakan teknis, pembinaan,
fasilitasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di wilayah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. RINCIAN TUGAS JABATAN
3.1 Merumuskan penyusunan rencana kerja bidang perencanaan
pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah sebagai
pedoman pelaksanaan tugas.
1) Mengkaji Renstra Provinsi Jawa Tengah dan Resntra Badan.
2) Mengkaji Dokumen pelaksanaan tugas.
3) Merumuskan kerangka.

4) Mengarahkan penyusunan konsep dari OPD Provinsi dan Badan.



XXVIII. BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN

1.1 Kode Jabatan =

: Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

14.28.01

1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

SEKRETARIS
Kasubag Kasubag Kagubag
Umum dan
Program Keuangan K ;
epegawaian
Kepala Bidang Kepala gfé’;ia
Pengolahan Bidang Re tribugsi Kepala Bidang
Data Dan Pajak Evaluasi Dan
Dan ;i
Pengembangan Kendaraan Pembinaan
Pendapatan
Pendapatan Bermotor Lai
ain
Kepala
|| Kepala Subbid | | Subbid Kepala
Pengolahan Penetapan Subbid Kepala Subbid
Data Pajak Retribusi Valbin PKB
Pendapatan Kendaraan Daerah
Bermotor
Kepala ;
Kepala Subbid Subbid Kepala Kepaia S_u Bbid
|| - " Valbin
Pengembangan Pelaporan Subbid ; ;
; : : Retribusi dan
Sistem Dan Pajak Lain- P
. . endapatan
Informasi Keberatan Lain farir
PKB
Kepala
; Subbid
—| Bepaatubiad, | = o aoteen e Kepala Subbid
Pengembangan Subbid .
P : Dan Valbin Sumber
otensi Penagihan Pendapatan Dava
Pendapatan . Lain-Lain Y
Piutang
PKB
2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program Kkerja, kebijakan teknis,

pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pajak

kendaraan bermotor,

retribusi

dan pendapatan

lain,

evaluasi

dan




XXIX. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH

1. NAMA JABATAN
Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.

1.1 Kode Jabatan : 14.29.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

SEKRETARIS
SUBBAG SUBBAG SUBBAG UMUM
PROGRAM KEUANGAN &
KEPEGAWAIAN

KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG ng;%ﬁ})% KEPALA BIDANG
ANGGARAN AKUNTANSI ey ASET DAERAH
KASUBID )
KASUBID KASUBID PERBEND. BID. ;%i%?g;&%o
L | AGGARAN BID. AKUNTANSI BID. | —| PEMERINTAHAN , IO oy O
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PENDIDIKAN DAN
DAERAH
KESRA
KASUBID KASUBID — KASUBID
AGGARAN AKUNTANSI e PENATAUSAHAAN
| BID. EKONOMI BID. EKONOMI | |}— : BARANG DAERAH
BID. EKONOMI DAN
DAN DAN il DAN STATUS
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PENGUNAAN ASET
fggﬁg}\% KASUBID — KASUBID PERUBAHAN
| | AKUNTANSI BID. STATUS HUKUM DAN
BID. , L PENGELOLAAN
... PENDIDIKANI i PENGAMANAN
At DAN KESRA ASET DAERAH
2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program Kkerja, kebijakan teknis,

pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

3. RINCIAN TUGAS JABATAN

3.1 Merumuskan dan menetapkan program Kkerja bidang keuangan dan
aset daerah untuk pedoman pelaksanaan tugas kerja.



XXX. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN
Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

a.KODE JABATAN :14.30.01

b.KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI :

SEKRETARIS
SUBBAG SUBBAG SUBBAG UMUM &
PROGRAM KEUANGAN KEPEGAWAIAN
KABID )
KABID
PERE%%:JNMN T PEMBINAAN DAN KABID INFORMASI
KESEJAHTERAAN KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN e
PEGAWAI
KASUBBID KASUBBID KP _ KASUBBID
| FORMASI DAN DAN LAYANAN — PENGELOLA DATA
PERENCANAAN ADM. KEPEG AAN KEPEGAWAIAN
o PEMINDAHAN i DOKUMENTAS!
| JABATAN et || KESEJAHTERAAN Sareny
ATRUETURAL PEMBERHENTIAN TGl KEPEGAWAIAN
KASUBBID KASUBBID
|| PENGEMBANGAN KASUBBID | | PENGELOLA
JABATAN PENGANGKATAN KORPS PROFES]
FUNGSIONAL ASN

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
dan menetapkan program kerja,
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan

Merumuskan

pelaporan bidang manajemen kepegawaian.

3. RINCIAN TUGAS JABATAN

3.1 Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang Kepegawaian
untuk pedoman pelaksanaan tugas kerja.

1) Menelaah program kerja dinas;
2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;

3) Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan;
4) Merumuskan kerangka acuan kerja.

kebijakan




XXXI. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH
1. Nama Jabatan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah
1.1. Kode Jabatan 14.31.01
1.2. Unit Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Eselon I Sekretaris Daerah
1.3. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi :
SEKRETARIS
1 |
SUBBAG SUBBAG SUBBAG UMUM &
PROGRAM KEUANGAN KEPEGAWAIAN
[ [ |

KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG

SERTIFIKASI KERALA HIIANG FRDOEVDANCAN PENGEMBANGAN
_ SERT PENGEMBANGAN KOMPETENSI
KOMPETENSI DAN KOMPETENSI TEKNIS JABATAN KOMPETENSI
PENJAMINAN MUTU o MANAJERIAL
KEPALA SUB BIDANG KEPALA SUB BIDANG
KEPALA SUB BIDANG K%Zﬁc‘%i{%iig’:g(} PELATIHAN PENGEMBANGAN
—  SERTIFIKASI o s | ] PEMBENTUKAN — KOMPETENSI
KOMPETENSI Ll JABATAN PIMPINAN
FUNGSIONAL PERANGKAT DAERAH

KEPALA SUB BIDANG

PENGEMBANGAN
PERANGKAT
PEMBELAJARAN DAN
TENAGA
PENGEMBANG
KOMPETENSI

KEPALA SUB BIDANG
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS
INTI

KEPALA SUB BIDANG

| PELATIHAN

PENJEJANGAN
JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA SUB BIDANG
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
KEPEMIMPINAN
JABATAN TINGGI DAN
ADMINISTRATOR

KEPALA SUB BIDANG

KEPALA SUB BIDANG

KEPALA SUB BIDANG
PENGEMBANGAN

PENGENDALIAN PENGEMBANGAN
MUTU DAN KOMPETENSI TEKNIs | || KOMPETENS] TERNIS
KERJASAMA PILIHAN i
IKHTISAR JABATAN:

KEPALA SUB BIDANG
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
KEPEMIMPINAN
JABATAN PENGAWAS
DAN PRAJABATAN

Merumuskan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengkoordinasian,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia ASN meliputi pelaksanaan Pengembangan Sumber
Daya Manusia ASN, pengembangan kompetensi teknis, pengembangan

kompetensi
manajerial.

jabatan

fungsional,

serta

pengembangan

kompetensi




XXXII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

1;

NAMA JABATAN

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah
l.a Kode Jabatan : 14.33.01

1.b Kedudukan dalam Struktur Organisasi

1

SEKRETARIS
SUBBAG SUBBAG s i
PROGRAM KEUANGAN PO
KA BID KA BID KA BID
IDEOLOGI DAN KETAHANAN POLITIK DALAM
KEWASPADAAN BANGSA NEGERI
KA SUBBID KA SUBBID
KA SUBBID KETAHANAN SISTEM
IDEOLOGI ] SENI & | IMPLEMENTASI
DAN WAWASAN BUDAYA, DAN
KEBANGSAAN AGAMA & KELEMBAGAAN
KEMASY POLITIK
KA SUBBID
KA SUBBID KA SUBBID PEMILU,
KEWASPADAAN | “— KETAHANAN —  PENDIDIKAN
NASIONAL EKONOMI DAN BUDAYA
POLITIK
2. RINGKASAN TUGAS JABATAN.
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,

pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang idiologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, dan politik
dalam negeri untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah;

RINCIAN TUGAS JABATAN.
3.1 Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang kesatuan bangsa
dan politik untuk pedoman pelaksanaan tugas kerja;
1) Menelaah program kerja dinas;

2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
3) Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan;.

4) Merumuskan kerangka acuan kerja;




XXXIIl. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN
Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah

l.a KODE JABATAN : 14.34.01
1.b Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

SEKRETARIS
SUBBAG SUBBAG SUBBAg’B UMUM
PROGRAM KEUANGAN CRPEAANALAR
KEPALA
e KEPALA BIDANG BIDANG KEPALA BIDANG
PENANGANAN REHABILITASI LOGISTIK DAN
PENCEGAHAN &
CEETAPSIARALN DARURAT & PERALATAN
REKONSTRUKSI
KEPALA SEKSI
|| kepaLasekst | || PERNYELAMATAN A | | kepaLA sEKs] || KEPALA SEKSI
PENCEGAHAN ST MR REHABILITASI LOGISTIK
PENGUNGS]I
| | xepaasexst | [ KEPALASERST | || xepaLa sexs | | KEPALA SEKSI
KESIAPSIAGAAN TIARTIAT REKONSTRUKSI PERALATAN
2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan program kerja, kebijakan teknis, pengkoordinasian,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanggulangan
bencana.
3. RINCIAN TUGAS JABATAN
3.1 Merumuskan rencana strategis dan program kerja bidang

penanggulangan bencana sebagai pegangan pelaksanaan operasional

tugas;

1) Menelaah program - program sebelumnya dan program instansi
serumpun;
2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;

3) Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan;

4) Merumuskan kerangka acuan kerja dan rencana operasional.



XXXIV.RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1. NAMA JABATAN :
Direktur RSUD Dr. Moewardi

1.1 Kode Jabatan : 14.35.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

| |

WAKIL DIREKTUR
WAKIL DIREKTUR WAKIL DIREKTUR
PELAYANAN
KEUANGAN UumMum
MEDIS
I : 1 I } 1 I I ; T 1
i KEPALA KEPALA ;IE; :r:’; KEPALA KEPALA KEPALA
BIDANG BIDANG BIDANG ANGGAR BIDANG BIDANG KEPALA KEPALA KEPALA BAGIAN
PELAYAN PELAYAN PELAYAN AN DAN AKUNTAN PENGELO BAGIAN BAGIAN BAGIAN PENDIDIK
i AN AN food5iesd 51 DAN LAAN PERENCA SEKRETA s AN DAN
o KEPERAW PENUNIA s VERIFIKA PENDAPA NAAN RIAT PELATIHA
ATAN NG . sl TAN N
. KEPALA KEPALA — KEPALA CPALA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI KEPALA KEPALA SUB BAG KEPALA
SUMBER SUMBER AKUNTAN SEKSI KEPALA SUB BAG
SUMBER PENYUSU SUB BAG ORGANIS
—o DAYA b— DAYA o DAYA M NANDAN — si —— PENGEM — BINA —— SUBBAG 1 AsiDAN —— PENDIDIK
o PELAYAN PELAYAN et KEUANGA BANGAN =l TATA i AN DAN
oW AN AN i NDAN PENDAPA & USAHA s PELATIHA
5. KEPERAW PENUNIA . MANAJE TAN otk N
ATAN NG MEN
KEPALA HERALA KETALN KEFALA KEPALA KEPALA
SEKSI S s = KEPALA SEKSI e KEPALA SUB BAG
MUTU MUTU PERBEND KEPALA SUB BAG
el MUTU L pELAYAN L1 pELAYAN L AHARAA L | SEKSI L] PENATAU —! suBBAG L HukuM b SUB BAG || PENELITI
PELAYAN VERIFIKA SAHAAN 7 MUTASI AN DAN
AN AN AN N AN si PENDAPA MIKEY DAN PEGAWAI PERPUST
-l KEPERAW PENUNJA PENATAU =i HUMAS bt
ATAN NG SAHAAN
KEPALA
KEPALA KEPALA s":;::‘é SUB BAG
SUB BAG SUB BAG itrs KERIASA
PEMASAR RUMAH ey MA
AN TANGGA e mﬂom

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan, menetapkan dan menyelenggarakan program kerja , Standar
Pelayanan Minimal , Perencanaan Operasional Kegiatan, Pengelolaan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengabdian masyarakat dalam bidang
kesehatan, serta pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan,

pengelolaan keuangan dan Sumber Daya Manusia di Lingkungan RSUD Dr.
Moewardi

3. RINCIAN TUGAS JABATAN

3.1 Merumuskan dan menetapkan program kerja di lingkungan RSUD Dr.
Moewardi berdasarkan rencana strategis RSUD Dr. Moewardi sebagai
pedoman pelaksanaan tugas
1) Menelaah program kerja dinas
2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja
3) Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan
4) Merumuskan kerangka acuan kerja



XXXV. RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO

1. NAMA JABATAN

1.1 Kode Jabatan

: DIREKTUR

: 14.39.01

1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

WAKIL DIREKTUR

WAKIL DIREKTUR

PELAYANAN MEDIS ADMINISTRASI
| | [ | |
KABAG
KA BIDANG i KA BIDANG :ES%"I‘:E&"}
PELAYANA paaiaNg PENUNJAN 2 KA. BAGIAN KA. BAGIAN
N MEDIS 54 G MEDIS S, . KEUANGAN UMUM
NGAN
1 | ] ] e ] T
KA SEK
KA SEKSI KA SUBBAG
KA SEK Rincocn i PENUNJAN kil R S KA SUBBAG
PELAYANA L G ke et KEPEG, TU
N RANAP & bl -5 DIAGNOSTI sl DAN HUKUM
RUJUKAN K
KA. SEK KA. SEK F-EQUSNEJ};N KA SUBBAG KA SUBBAG
PELAYANA KEPERAWA e KA SUBBAG PERBENDA RUMAH
L1 NRAJAL TAN RAJAL, o DIKLITBANG HARAAN & TANGGA &
REHABILITA REHABILITA N VERIFIKASI UMUM
SI DAN KJM SI DAN KJM

2. ITKHTISAR JABATAN
Merumuskan,

menetapkan dan menyelenggarakan program Kerja,

Standar Pelayanan Minimal , Perencanaan Operasional Kegiatan,
Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengabdian masyarakat
dalam bidang kesehatan, serta pengembangan dan peningkatan mutu
pelayanan, pengelolaan keuangan dan Sumber Daya Manusia di
Lingkungan RSJD Dr Amino Gondohutomo

RINCIAN TUGAS JABATAN

3.1 Merumuskan dan menetapkan program kerja di lingkungan RSJD
Dr. Amino Gondohutomo berdasarkan rencana strategis sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
1) Menelaah program kerja dinas;
2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
3) Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan;
4) Merumuskan kerangka acuan kerja.

3.2 Merumuskan dan menetapkan Standar Pelayanan Minimal di
lingkungan RSJD Dr. Amino Gondohutomo sebagai pedoman
pelaksanaan pelayanan kesehatan;

1) Menelaah standar pelayanan minimal;
2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan standar pelayanan minimal;



XXXVI. BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH

1. NAMA JABATAN
Kepala Badan Penghubung

2. KODE JABATAN :14.32.01
3. KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI :

KASUBBAG
TATA USAHA

KASUBBID
PELAYANAN DAN KASUBBID KASUBBID

HUBUNGAN PROMOSI DAN ANJUNGAN
ANTAR LEMBAGA INFORMSI TAMAN MINI
DAN INDONESIA INDAH

MASYARAKAT

4. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang pelayanan hubungan antar lembaga dan masyarakat,
promosi dan informasi, anjungan taman mini indonesia indah.

5. RINCIAN TUGAS JABATAN

el

5.2

9.3

Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang penghubung
untuk pedoman pelaksanaan tugas kerja.

1) Menelaah program kerja dinas;

2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;

3) Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan;

4) Merumuskan kerangka acuan kerja.

Merumuskan perencanaan operasional kegiatan dan anggaran
bidang penghubung untuk pedoman operasional pelaksanaan
kegiatan.

1) Menelaah pelaksanaan kegiatan dinas;

2) Merancang tahap-tahap kegiatan;

3) Merencanakan sumber daya yang dibutuhkan;

4) Merumuskan anggaran kegiatan.

Melaksanakan koordinasi dengan Dinas serumpun guna
singkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.

1) Menyiapkan bahan koordinasi

2) Mengadakan rapat koordinasi

3) Mengadakan kontak melalui saran komunikasi

4) Mengkomunikasikan hasil koordinasi dengan pimpinan



BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH
1. NAMA JABATAN
Kepala Sub Bidang Anjungan Jawa Tengah TMII

1.a KODE JABATAN : 14.32.4
1.b Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

KEPALA BADAN

KASUBBAG
TATA USAHA

KASUBBID KASUBBID
PELAYANAN DAN PROMOSI DAN

HAL & MASY INFORMASI

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN/IKHTISAR JABATAN
Menyusun bahan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Anjungan Jawa
Tengah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jakarta, Memfasilitasi Kabupaten
/ Kota yang akan melaksanakan Pementasan kesenian di TMII, Fasilitasi
kerjasama Anjungan Jawa Tengah dengan Manajemen  TMII, Fasilitasi
Kerjasama Anjungan-anjungan daerah dilingkungan TMII.

3. RINCIAN TUGAS JABATAN
Pengelolaan Anjungan baik perawatan, pemeliharaan dan pengelolaan
sumber Pendapatan Asli Daerah, Pelayanan Tamu Pejabat Kab/Kota se Jawa
Tengah di Anjungan Jawa Tengah TMII, Pelayanan terhadap Pengunjung baik
wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, Fasilitasi kegiatan-
kegiatan Pementasan seni budaya di Anjungan Jawa Tengah

3.1 Menyusun rencana operasional kerja di bidang Anjungan Jawa Tengah
TMII berdasarkan program kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas

1) Menelaah program kerja sekretariat daerah
2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja



3) Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan program kerja

4) Merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional
dalam pelaksanaan program kerja.

3.2 Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan mengenai
Anjungan Jawa Tengah TMII sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
1) Membaca aturan
2) Meresum aturan
3) Mengkorelasikan dengan obyek kerja
4) Mencatat permasalahan yang kurang sesuai

3.3Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang di Badan

Penghubung, Protokoler Lembaga Pemerintah Pusat dan Kementrian
dengan mengkoordinasikan tugas kepada badan Penghubung guna
singkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.

1) Menyiapkan bahan koordinasi

2) Mengadakan rapat koordinasi

3) Mengadakan kontak melalui saran komunikasi

4) Mengkomunikasikan hasil koordinasi dengan pimpinan

3.4 Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang Anjungan Jawa
Tengah TMII untuk memperlancar Pelaksanaan kegiatan yang ada di
Anjungan

1) Mengkaji regulasi yang masih relevan

2) Mempelajari permasalahan yang akan diatur
3) Mengonsep bahan

4) Menguji dan menvalidasi bahan

3.5 Melaksanakan penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi seni dan budaya
Jawa Tengah agar tertata rapi dan berjalan lancar
1) Mengontrol kondisi sarana dan prasarana
2) Melaksanakan penataan Sarana dan prasarana
3) Menyelia pelaksanaan kegiatan
4) Menyusun laporan kegiatan

3.6 Melaksanakan Pengadministrasian Anjungan Jawa Tengah di TMII
Jakarta, untuk mempermudah Pengunjung dalam mendapatkan
informasi tentang Jawa Tengah
1) Menyiapkan materi fasilitasi
2) Menyiapkan bahan promosi
3) Menyiapkan bahan informasi
4) Menyebarluaskan promosi

3.7 Menyelia pelaksanaan Pemanduan tamu agar tamu mendapatkan
pelayanan yang baik.
1) Menyiapkan materi fasilitasi
2) Memberikan keterangan yang baik dan benar
3) Mengevaluasi hasil pelaksanaan
4) Menyusun Laporan Pelaksanaan

3.8 Melaksanakan Pengelolaan Retribusi Persewaan Anjungan Jawa Tengah
untuk menopang PAD Jawa Tengah
1) Melaksanakan Koordinasi dengan Pejabat yang bersangkutan
2) Menyiapkan sarana dan prasarana



oY

3) Melaksanakan pelayanan pejabat
4) Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Anjungan Jawa
Tengah agar keamanan dilingkungan Anjungan Jawa Tengah lebih
Kondusif

Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi yang bersangkutan
Menyiapkan sarana dan prasarana

Melaksanakan pelayanan pejabat.

Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan

WK =

3.10 Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Wisma Jawa Tengah di Jakarta
1 Melaksanakan administrasi wisma
2 Menyiapkan Fasilitas Wisma
3 Memeriksa kelengkapan wisma
4 Melaksanakan pembinaan SDM pengelola wisma
5 Melaksanakan penyediaan akomodasi dan konsumsi

3.11 Mengevaluasi kinerja bawahan untuk memperoleh informasi
terhadap capaian kinerja bawahan
1) Mempelajari SKP bawahan
2) Mempelajari buku catatan penilaian
3) Melalukan penilaian bawahan
4) Mengkoordinasikan hsil penilaian dengan atasan

3.12 Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud
akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

1) Menyusun bahan laporan
2) Mengonsep laporan
3) Menyampaikan laporan

3.13 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan,
baik lisan maupun tertulis sebagai ujud loyalitas dan kerjasama
yang baik.

1) Memahami dan mencermati perintah atasan
2) Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas

3) Melaksanakan tugas

4) Melaporkan hasil tugas

4 WEWENANG

7)
8)
9)

Meminta bahan rencana strategis dan program kerja.

Meminta bahan Koordinasi dan Susunan Program Kegiatan

Menentukan bahan teknik koordinasi tugas.

Menentukan teknis perumusan bahan kebijakan teknis

Menggunakan sarana dan prasarana untuk Fasilitasi Kabupaten / kota
dalam melaksanan Pementasan kesenian di Anjungan

Memberikan Informasi bagi masyarakat umum maupun manca negara
tentang Jawa Tengah

Menentukan bahan Teknis dalam Pelayanan Tamu

Menentukan teknis Pengelolaan Anjungan

Menentukan Teknis Pemeliharaan dan Keamanan Wahana Anjungan

10) Menggunakan sarana dan prasarana, menegur tamu yang tidak

mematuhi peraturan.

11) Menentukan nilai kinerja bawahan



12) Meminta bahan laporan pelaksanaan tugas.
13) Menolak pelaksanaan_tugas non kedinasan lain.

S TANGGUNG JAWAB

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

Kebenaran rencana kegiatan bulanan.

Keakuratan regulasi yang dipilih

Kesesuaian teknis pelaksanaan koordinasi.

Kebenaran bahan perumusan kebijakan teknis

Keakuratan dalam memberikan informasi tentang Jawa Tengah

Kesesuaian dan Kelancaran dalam memfasilitasi Pementasan Seni Budaya
Kab/Kota se Jawa Tengah

Kualitas dalam pelayanan tamu masyarakat umum maupun manca negara
Kelancaran dalam Pengelolaan Anjungan

Kualitas Wisma

10) Kualitas dan keindahan Wahana Anjungan
11) Kesesuaian nilai kinerja bawahan

12) Kebenaran laporan pelaksanaan tugas.

13) Kesesuaian pelaksanaan tugas kedinasan lain

6.HASIL KERJA

1)
2)
3)
4)
o)
6)

7)
8)

9)

Rencana kegiatan bulanan (satuan: Dokumen)

Terfahaminya regulasi ( satuan : kegiatan )

Sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas (Satuan: Kegiatan).
Bahan perumusan kebijakan teknis (Satuan: Dokumen).

Terwujudnya Jawa Tengah sebagai pusat Destinasi ( satuan: dokumen)
Terfasilitasinya kegiatan Pementasan Seni Budaya Kab/Kota se Jawa
Tengah (satuan: Kegiatan)

Terfasilitasinya tamu masyarakat umum dan mancanegara (satuan:
kegiatan )

Terkelolanya Retribusi Persewaan Anjungan Jawa Tengah untuk
menopang PAD Jawa Tengah

Terkelolanya Terkelolanya dan tertatanya wahana Anjungan ( satuan:
kegiatan )

10) Terkelolanya Wisma (Satuan: Kegiatan).

11) Nilai kinerja bawahan ( satuan = kegiatan )

12) Laporan pelaksanaan tugas (Satuan: Dokumen).

13) Terlaksananya tugas kedinasan lain (satuan: Kegiatan).

7. BAHAN KERJA.

1) Data Base Pejabat : untuk program Pelayanan

2) Data Base Obyek tentang Jawa Tengah = untuk informasi masyarakat
umum dan mancanegara

3) Informasi Kegiatan Seni Budaya Kab/Kota se Jawa Tengah = untuk
Pementasan di Anjungan

. PERANGKAT KERJA :

1) ATK: untuk mencukupi kebutuhan administrasi

2) Computer/Laptop: : untuk mencukupi kebutuhan administrasi

3) Internet: untuk mencukupi kebutuhan administrasi

4) Telpon: untuk komunikasi secara cepat

5) Mobil: untuk operasional lapangan

6) Peraturan Daerah Tarif Wisma: untuk pedoman tugas pelayanan

7) Program kerja dan Rencana kegiatan (RKA/RKO) : untuk pegangan
operasional

8) Sarana, Prasarana dan fasilitas Wisma : untuk pelayanan tamu

9) Aula / Gedung : untuk Pementasan kesenian

10) Disposisi pimpinan: untuk menentukan arah tugas



9. HUBUNGAN JABATAN.

1) Bagian Protokoler : Dalam rangka koordinasi pelayanan pejabat, tamu
mancanegara

2) Para Kasub Bidang di Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah : Dalam
rangka Koordinasi

10.

11.

12.

13.

KEADAAN TEMPAT KERJA
Kadang-kadang di ruangan sejuk, luas dan tertutup, kadang-kadang di ruang
terbuka, suhu tidak menentu dan cuaca labil dalam rangka pelayanan tamu.

UPAYA FISIK

1) Berdiri lama dalam rangka Koordinasi Pengelolaan Anjungan

2) Duduk lama dalam Pembuatan Laporan koordinasi tugas

3) Berjalan lama dalam Pemeliharaan dan Keamanan Wahana
Anjungan

KEMUNGKINAN RESIKO BAHAYA
Tidak ada Resiko

SYARAT JABATAN

13.1

13.2

PANGKAT:
III/c (Penata )

KELAS / NILAI JABATAN : 8 / 132

13.3 PENGETAHUAN:

13.4

13.95.

13.6.

13.7.

1) Kehumasan
2) Manajemen Pelayanan Umum

3) Pelayanan Prima

KETERAMPILAN:

1) Melakukan kegiatan Kehumasan,

2) Melakukan koordinasi dengan Unit/Lembaga terkait,;

3) Menyiapkan Informasi yang dibutuhkan tentang pelayanan tamu

PENDIDIKAN:
S.1 Non Teknis

KURSUS / PELATIHAN:
1) Pelatihan View dan Estetika
2) Diklat Pemasaran

PENGALAMAN KERJA:
Jabatan Pelaksana teknik tinggi non teknis 5 Th



13.8 KOMPETENSI MANAGERIAL

NO. KOMPETENSI LEVEL KOMPETENSI
1. |Perencanaan (Per) Menyusun rencana operasional sesuai
program kerja (Per.3)
Mengungkapkan pendapat/ ide/ informasi
2. | Komunikasi Lisan (Komlis) | dengan kalimat yang sistematis dan
dimengerti orang lain (Komlis.3)
3 Pengorganisasian (P) Melakukan monitoziing dan evaluasi secara
' berkala selama kegiatan berlangsung (P.2)
Mengkaji proses pengambilan kesimpulan
4. | Berpikir Konseptual (BK) / formulasi -formulasi pola hubungan
informasi (BK.3)
5 Inovasi (Inov) Menentukan alternatif ide yang mungkin
' dapat diterapkan (Inov.3)
Membangun keterbukaan dalam menjalin
6 hubungan antar individu maupun
" | Interaksi Sosial (IS) kelompok
(Is.2)
= Memanfaatkan peluang dalam rangka
" | Kewirausahaan (Ke) optimalisasi organisasi (Ke.2)
Perpmnbilan Kepumsan Membuat kep_utusan yang dapat .
8. (PK) mengakomodir kepentingan semua pihak
(PK.3)
. r Mengidentifikasi faktor-faktor potensial
9. Bortiiar Auaiius (Ba) permasalahan yang berdampak kepada
keberlangsungan organisasi (BA.3)
Mengingatkan orang lain untuk bertindak
Integritas (Int) sesuai dengan nilai, norma dan etika
10. colffiaie . ; s
organisasi dalam segala situasi dan kondisi
(Int.3)
Memberikan pujian yang obyektif secara
10. | Kerja Sama (KS) terbuka kepada orang lain yang berkinerja
baik dalam kelompok (KS.4)
13.9. KOMPETENSI TEKNIS
1) Penyusunan Bahan Program Kerja Kegiatan dan Anggaran Anjungan
2) Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengelolaan BUMD
3) Pengelolaan Pemanfaatan Anjungan untuk Promosi Daerah dan
Internasional
4) Pengelolaan Sumber Pendapatan Daerah
S) Pengelolaan Informasi seni budaya Jawa Tengah

13.10. KONDISI FISIK
1) Pria / Wanita

2) Ketahanan Stamina Bagus

3) Tidak Cacat fisik guna Pendampingan Pelayanan




14. PRESTASI YANG DIHARAPKAN

[

Sifat
No Hasil Kerja “.Faktu Pekerjaan | Volume Beb.an KEbumh?n
(jam) jam) Kerja Pegawai
1. | Rencana keglatan bulanan Bulanan
(satuan: Dokumen) 0 (100) 1 S 0.050
2. | Terpahaminya regulasi Tahunan
( satuan : kegiatan ) 2 (1.200) % 3 0.007
3. | Sinkronisasi dan Bulanan
kelancaran pelaksanaan 2 (100) 1 2 0.020
tugas (Satuan: Kegiatan).
4. | Bahan perumusan
kebijakan teknis 20 ﬁhg‘gg? 5 100 | 0.083
(Satuan: Dokumen). '
5. | Terwujudnya Jawa Tengah T
sebagai pusat Destinasi 1 (100) 8 8 0,080
( satuan: dokumen)
6. | Terfasilitasinya kegiatan
Pementasan Seni Budaya ;
Kab/Kota se Jawa Tengah 4 Mu(lgg%l]mn . % dL0b
(satuan: Kegiatan)
7. | Terfasilitasinya tamu Mi
akat umum dan e
Do 1 (25) 3 3 0,120
mancanegara
(satuan: kegiatan )
8. | Terkelolanya Retribusi
Persewaan Anjungan Jawa Bulanan
Tengah untuk menopang 5 (100) 4 20 0.200
PAD Jawa Tengah
9. | Terkelolanya dan tertatanya Miniggiist
wahana Anjungan 1 (25) R q 0.160
( satuan: kegiatan )
10.| Terkelolanya Wisma Bulanan
(Satuan: Kegiatan). 1 (100) * * 0.040
11 | Nilai kinerja bawahan Bulanan
(satuan = kegiatan) ! (100) 1 1 0.010
| 12 | Laporan pelaksanaan tugas Bulanan
| (Satuan: Dokumen). S (100) 1 S Vi
13 | Terlaksananya tugas
kedinasan lain 1 B[u 113185;[1 1 1 0.010
(satuan: Kegiatan).
0.990
Kebutuhan Pegawai = 0.990 orang

Tingkat Efisiensi Jabatan = 0,990 : 1 = 0.990 (Cukup)

PIt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

HERU SUDJATMOKO
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